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Abstract: Teacher certification application practicein Nangroe Aceh Darussalam, however, faces
many obstacles that caused derived from conflict and tsunami  which killed and wiped 2.500
teachers, even though 5,429 substitute teachershasavailablein early 2006, only 30% who consid-
ered appropriates for teaching. This long period of multicrisis and tsunami resulted, many ob-
stacles to implement this program. According to data 2007, in Nort Aceh regency, from 11,981
teachers, both permanent and temporary, only 4000 teachers who hold post graduate and diploma
4. Study objective were to analyze teacher certification implementation that intended to improve
teacher quality and to indentify stakeholder interest beyond this program. Descriptive-qualitative
analysisand explorative qualitative methods, informan taken from institution for giving aguaranted
of education quality,training far teaching education, education department of Nort Aceh, head
master, and the teacher passed with a certification, informan is choiced with purposive sampling.
Data analysis and interpretation result reveal that teacher certification program had substance
shifting from professionalism to prosperity improvement, hence certification remain not signifi-
cantly influence the quality improvement, This shows that this program was not reflecting good
political will toimproveteacher professionalism. this program wasintended to prosperity improve-
ment. Therefore, it is suggested that goverment should not generalizes that all teacher must
professional. it will highly wiseif intended to increase teacher prosperity than enhancing salary as
much half main fee can be performed, and another half given to those who work professionally.

Keywords: Implementation, teacher certification, teacher professionalism, educational quality
improvement and prosperity enhancement.

Undang-Undang SisdiknasNo. 20 Tahun 2003 ten-
tang sistem pendidikan Nasional, dan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan
Dosen. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2008 tentang Guru mengamanatkan, di mana
guruwajib memiliki kuaifikas akademik, kompe-
tensi, dan sertifikat pendidik. K ebijakan tersebut
merupakan upayapemerintah dalam meningkatkan
kuditaspendidikan. Namun sektor pendidikanbelum
menjadi prioritasutamadalam pembangunan, kon-
dis pendidikan IndonesiakhususnyaAcehbisadia
mati dari peringkat mutu pendidikan Acehyang
beradapadaposisi 23 dari 33 Provinsi.( sumber:
HDI-UNDPdaam Serambi Indonesia, 16/11/2007).
Persod an yang sangat menarik untuk dikgi
ada ah mengenai aspek yang melatar belakangi ren-

dahnyakualitas parapendidik, apakah dikarenakan
kurangnya perhatian pemerintah terhadap profesi
guru, ddam hal pemberian kompensad, ataupun ba-
nyak pesartadidik yang kurang meminati profesinya
Dari permasa ahan tersebut kebijakan sertifikas me-
nuai pro dan kontradi masyarakat, dikarenakan ba-
nyak kel emahan dan kecurangan baik dalam kon-
sep maupun teknis pel aksanaannya. Berdasarkan
dataDinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utarapada
tahun 2007 dari 11.981 guru, baik guru tetap dan
honorer di Aceh Utara yang mempunyai ijazah
program D4 atau S1 hanyasekitar 4000 orang dan
yang telah lulus sertifikasi hanya 510 (4.92%),
sementaradari 6727 Guru SD yang memiliki pen-
didikan minimal strata satu hanya 16.20%, se-
dangkan SMP/M TS sebanyak 59.12% dari 2.559
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guru danuntuk SMU/MA sebesar 77.46% dari total
1.540 guru.

Berdasarkan persoal an tersebut, makape-
nulistertarik untuk mengkgji implementas program
sertifikas guru sekolah dasar dalam meningkatkan
mutu pendi dikan pada K abupaten Aceh UtaraPro-
vins NangroeAceh Darussalam. Adapun rumusan
pertanyaan pendlitian dapat diidentifikasi kan dengan
duapertanyaan besar. Pertamabagaimanaefektifitas
program sertifikas guru dalam mendorong pening-
katan profesionaitaskompetens guru, Pertanyaan
kedua, apakah faktor penghambat implementasi
program sertifikasi dalam meningkatkan mutu
pendidikan, fokuskajian diamati dari ketersediaan
sumber dayaimplementor, komunikasi dan koor-
dinasi antar lembaga pel aksana, sertasikapimple-
mentor.

Hakikat dari kebijakan adalah tidak adanya
diskriminas dan perbedaan perlakuan terhadap
seluruh masyarakat untuk mendapatkan pendidikan
yang bermutu, tujuannyamewujudkan pendidikan
untuk semua (education for all) dan pendidikan
sepanjang hayat ( long life education). Kondisi
tersebut membuktikan bahwa pendidikan merupa
kan sebuah prosesregeneras bangsa. Implementasi
bukan sekadar bersangkutan dengan mekanisme
penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam
prosedur rutinlewat sluran birokras, namunimple-
mentas program sering berbenturan dengan konflik
kepentingan, sertas gpa memperoleh apadari suatu
kebijakan dan dalam proseskebijakan sdlduterbuka
kemungkinan terjadi perbedaan antara apayang
diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan redita
di lapangan atau implementation gap

Tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan ter-
letak padaprosesimplementad, dikarenakan distors
kebijakan terjadi padatahap implementasi. Kega
galan program dapat disebabkan oleh beberapa
unsur seperti adanyakepentingan aktor-aktor yang
terlibat, sikap pelaksanayang kurang tanggap dan
patuh, sertakualitas sumberdayaimplementor yang
belum memadai, selanjutnya komunikas pengam-
bilan keputusan yang sepihak, kemudian karakte-
ristik lembaga pelaksana yang tidak transparan
George C Edward 111 (1980:147-148). Redlita
implementas program sextifikas guru memberikan
reward kepada guru tanpa dibarengi dengan
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punishment. maka carapandang dari sebuah pro-
gram seharusnyabukan didasari olehtarik ulur kepe-
ntingan dari elit birokrat yang hanyamenjadikan
pembangunan pendidikan sebagai retorikapolitik.
Jkamindset sertaparadigmatersebut terbangun
dengan kuat, maka pendidikan khususnyadalam
peningkatan mutu hanyamenjadi sebuah dat untuk
mencapal tujuan dari it yang berkuasa.

Ddam pemecahan masa ahimplementas program
sertifikasi guru digunakan dengan teori Edward 111
dengan indikator ketersediaan sumber daya
implementor, komunikas pengambilan keputusan,
karakteristik lembaga pelaksana serta sikap
impel ementor, selanjutnyasiapamemperoleh apa
dari kebijakan.

Adapuntujuan dari kgjian penditianini ada
lahMengandissimplementad kebijakan pemerintah
tentang sertifikas guru dalam meningkatkan mutu
pendidikan, selanjutnyamenganalisis apakah pro-
gram tersebut efektif mendorong profesionalitas
kompetens gurudaam prosesbelgar menggar akan
lebih baik. Mengetahui kepentingan-kepentingan
dari parastakeholders dibalik program sertifikas.
Mengetahui pandangan guru dan paraaktor yang
terlibat ddamimplementas program sartifikad guru,
M endeskripsikan dan menganalisisfaktor-faktor
penghambat dan pendukung dalam implementasi
kebijakan sertifikasi guru.

METODE

Pendlitian Implementas program sertifikas
guru dalam peningkatan mutu pendidikan, Studi di
Kabupaten Aceh Utara menggunakan metode
andissdiskriptif-kuditatif, sertakuditatif eksploratif.
Penelitianini berlangsung pertengahan 2009 dan
berakhir awa 2010. Pendekatan tersebut digunakan
untuk mengetahui implementasi program dapat
mencerminkan peningkatan kuditasprofesond pen-
didik, yang ditinjau dari faktor penghambat dan pen-
dukung implementas program seperti sumberdaya
yang tersedia, komunikas antar stakeholder, skap
implementor terhadap program, sertakondis ling-
kungan menyangkut dengan kondis sosa, ekonomi
dan kondis politik. Penentuan informan penelitian
dilakukan secarapurposif sampling, Informanyang
diwakili oleh Kasi S,Pi, sertabendaharaLPMP



182

NAD sebagal |lembagapenjaminan mutu pendidikan,
selanjutnyainforman dari LPTK Unsyiah sebagai
pihak penyed enggarapengolahan data, yang diwakili
olehketuapd aksanasertifikad, ketuapenyeenggara
portofolio dan ketuapenyelenggaraPL PG sertapa
raAsessor guru. DinaspendidikanAceh Utarainfor-
man diwakili oleh kepalaDinas Pendidikan, bagian
PMPTK Dinas Pendidikan. Serta K epalasekolah
dan komite sekolah. Selanjutnyasasaran pendlitian
add ah Guruyang sudah lulussextifikas baikk meldui
jalur portofolio maupun PLPG, dan yang sedang
mengikuti prosespd aihan sertifikes. Teknik andiss
datadilakukan melaui prosesanalisadatadengan
caramened aah saluruh datayang di dapat, setelah di
pelgari, di telaah kemudian mengadakan reduks
datadengan caramembuat abstrakd, disusundalam
satuan-satuan, sertadikategorikan, pengujian data
dan penarikan kesmpulan.

HASIL

Pelaksanaan sertifikas melaui uji kompe-
tens baik secarateoritismaupun praktismemiliki
manfaat yang sangat penting, untuk menjaminstandar
kompetens bagi tenagapendidik, terutamadaam
meningkatkan kuditaspendidikan. Berdasarkan hasl
observas |gpangan menunjukkan, di manaperseps
masyarakat bahwasertifikas merupakan dat untuk
meningkatkan kesg ahteraan guru. Untuk memper-
kuat statement tersebut, makadapat dilihat dari tabel
di bawah ini tentang kelulusan pesertasertifikasi
kuota 2009 menj el askan.

Tabel 1. Kuota sertifikasi 2009 melalui jalur Portofolio &
kuotaPNS

0 | 284282 m

146 134 131 130
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Sumber: Rayun 1 LPTK Unsyiah Provins NAD
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Datakelulusan pesertamelaui jalur Porto-
folio dan PL PG merepresentasikan tidak adanya
kompetig, rata-ratapesertasertifikas dinyatakan
lulus. Sehinggaasumsi publik bahwaprogram ser-
tifikas hanyaformalitasuntuk meningkatkan kese-
jahteraan guru. Realitassosia program sertifikas
guru bdummemberi perubahanyang dgnifikanterha:
dap performance guru dalam menggar, karenarata:
rataguruyang lulusuji kompetens sertifikas addah
berdasarkan prioritasusia, masapengabdian, serta
jabatan. makatemuan tersebut membuktikan sertifi-
kas guru belum berpengaruh terhadap peningkatan
kuditas.

Hasl| temuan lgpangan menunjukkan sextifi-
kasi kurang efektif apabilasistem pelaksanaan se-
perti yang sudah dilaksanakan, di managuru yang
lulussertifikas mendekati masapensiunjadi tingkat
profesionanyatidak bisadipergunakan. Seharusnya
perlu penegasan, ke el asan pola pembinaan yang
terpadu dan berkelanjutan paska sertifikasi, serta
pentingnyapenilaan kinerjayang terukur dan ketat,
bukan hanyabersifat normatif. Berdasarkan data,
sgjak diberl akukan kebijakan sertifikas guru sampai
tahun 2008, sudah |ebih dari 4000 orang guru yang
telah dinilai portofolionyaoleh LPTK Unsyiah.
Hargpannyaguru yang sudah memperoleh sertifikat,
benar-benar dapat mengaktualisasi diri sebagal
pendidik profesional, namun sertifikas belum men-
jaminkuditasguru akanmeningkat ddammenjdan-
kan tugas. Hal yang sangat berpengaruh adalah
kesadaranindividubaik meldui kedisplinan, loyditas
maupuntanggungjawabnyaddammenjdankantuges

Berdasarkan wawancara dengan guru
sekolah dasar yang lulussartifikas medui jdur PLPG
menjelaskan: “ Penilaian profesonditasmedui jaur
PL PG |ebih bagusdaripadaguru yang lulusmedalui
portofolio, karenada am proses pel aksanaan PLPG
gurudituntut untuk mampu mengaktudisas kemam-
puan sertaadarasa prihatin takut gpabiladinyatakan
tidak luluskemudian masih adarasakhawatir pada
saat berlangsungnya microteaching, sementara
dalamjalur portofolio tidak melewati tahap-tahap
tersebut guru hanyadinilai meldui dokumen padahd
dokumen tersebut belum mencerminkan kualitas
guru” (wawancara 15 Oktober 2009)

K utipan wawancaratersebut sebenarnya
dapat dilihat dari tingkat keefektifan program
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sertifikas. SebenarnyaPL PG banyak kegjanggaan
yang tidak mencerminkan perubahan, di mana
proses pel atihan hanyaberlangsung dengan waktu
yang sangat Sngkat, dan sangat sulit untuk mengukur
tingkat professond, namun adanila postif melaui

jalur PLPG, di managuru sangat senang dan ber-
semangat padape atihanmddui unjuk kinerjadengan
metode pembel garan yang benar. Namun demikian
jalur PLPG jugamenyebabkan banyak guru me-
ngeluh diakibatkan oleh usadan metodeyang digu-
nakan ol eh assessor. Selanjutnyawawancaraguru
Sekolah Dasar yang lulusmelalui jalur portofolio
mengakui bahwa: ” Jdur portofolio sehenarnyabd um
memberikan perubahan padaguru, khususnya da-
lam metode pembe g aran guru masih menggunakan
metodelamada am menggar, dikarenakantidak ada
pembinaan paskamendapatkan sertifikat sebagai

pendidik professond, meskipun merasasenang lulus
dengan portofolio, namun dalam segi perubahan
b umggnifikenddamdirinya, khususnyaperubahan
pembel g aran dalam menyampaikan metode proses
belgar menggar di ruang kelas sebelum dan sesudah
lulussertifikas” (wawancara, 15 Oktober 2009).

Has| kgianmenggambarkanjdur sartifikes

baik melaui Portofolio dan PL PG, bukanlah sebuah
aternatif problem solving yang ditawarkan oleh
pemerintah untuk peningkatan mutu pendidikan,
justru program tersebut |ebih kepada peningkatan
kesgjahteraan guru, namun reward yang diberikan
oleh pemerintah kepadaguru, lebihdilatar bel akangi

kepadapenghargaan, yang dgpat memoativad kinerja
guru untuk lebih baik. Berdasarkan datadari Dinas
pendidikan Aceh Utarayang dismpulkanddamwa
wancaradengan seks datadan Informasi, menga-
takan sesual dengan hasil kgjianimplementas serti-
fikas mddui penilaian portofolio dan PL PG (2008):
“Secaraumum kompetend guruyang lulussertifikas

melaui penilaan portofoliotidak banyak mengaami

peningkatan yang signifikan, dan bahkan adakecen-
derungan menurun. Sebagian guruyang telah lulus
sertifikas meaui penilaian portofolio seringkali tidak
masuk untuk menggjar, karenamerasasudah punya
sertifikat dan telah mendapat tunjangan profesi.
Sebaliknya, kompetensi guru yang lulus melalui

PL PG padaumumnyameningkat, meskipun belum
signifikan. Hal ini terjadi karenametode, pende-
katan, dan karakteristik sertifikas meldui penilaian
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portofolio dan PLPG sangat berbeda. Penilaian
portofolio menekankan pada dokumen, sedangkan
PL PG menekankan pada proses pembelgaran”.
(14 Oktober 2009)

Adapun target yang telah ditentukan oleh
pemerintah, sampai akhir tahun 2008 harapannya
sekitar 360.000 orang guru di seluruh Provins di
Indonesia sudah dinyatakan lulusprogram sextifikes
pendidik, (baik yang lulusmddui penilaianportofolio
maupun melalui Pendidikan dan Latihan Profes
Guru). Kemudian pada tahun 2009 pemerintah
merencanakan kuota200.000 guru untuk mengikuti
sartifikas pendidik. Dengan demikian, sampai akhir
tahun 2009, di perkirakan sudah adasekitar 560.000
guru Indonesiayang sudah dan akan dinyatakan
sebagal guru professiond. Untuk memperkuat hasil
kutipan tersebut, bisadi lihat dalam tabel 2 sebagai
berikut:

Tabel 2. Target Penuntasan Program Sertifikasi Guru

Pendidikan  Pendidikan

Ienenzah

Tualah Turnlah Gharn

Kurmulatif

Tahun

Dasar Guru

2015 100 191,267 39,335 230,602 2,306,014

014 80 191,267 39,335 230,602 207543

013 20 191,267 30335 230,602 1844811

amz2 70 191,267 39,335 230,602 1,614,210

a0 fi 191,267 39,335 230,602 1,383,808

2010 30 191,267 39,335 230,602 1,153,007

2009 40 382,533 78,670 441,203 022,405

2008 20 218,957 50,796 270,753 461,202

007 &8s 162,577 27,873 190,450 190,450

Juralah 1912667 393,348 2306015

Sumber : Dirjen PMPTK 2007:22

Dari capaian target yang diharapkan oleh
pemerintah sesuai dengan tabel 1.2 di atas pada
tahun 2015 semuaguru harus sudah memperoleh
capalan sesual angkayang telah ditargetkan, kebi-
jakantersebut merupakan intervens pemerintah pu-
sat kepada setiap daerah untuk mengel uarkan serti-
fikat sesual dengan kuotayang tel ah diberikan Pusat.
Gambaran tersebut menimbulkan pertanyaan gpakah
professona harussemuadisamaratakan, jadi kebija
kan sertifikas guru menimbulkan suatu keambiguan,



184

seharusnya professional tidak harus dinilai dari
kuantitasbesarnyaangkaguru yang lulussertifiked.
Justru semakin efektif konsstens pemerintah dengan
angkaguruyang relatif kecil untuk lulus sertifikas
dengan kuditasyang semakin baik untuk meningkat-
kanmutu. Jkadi andigsprogram sertifikes menga:
lami pegeseran makna, sehinggaisu yang berkem-
bang sertifikasi guru adalah untuk peningkatan
kesg ahteraan gurul.

Ketersediaan Sumber Daya Implementor

LahimyaUUGD merupakan kemauanpalitik
untuk mengangkat harkat dan martabat guru, Namun
ef ektivitas program memunculkan pro dan kontra
daammasyarakat.

Salah satu prolematika permasalahan pro-
gramsartifikas guru ada ah meshterbatasnyakapa:
stasdan kualitas sumberdayaimplementor, khusus-
nya asessor, kriteria calon asessor yang direkrut
ialah: (1) Pendidikan terakhir minimal S-2, (2)
Pangkat/Jabatan terakhir Pembina/ Lektor Kepala,
(3) Bersediamenjadi asessor dan melaksanakan
tugasmenilai dokumen portofolio secaraobjektif.
Namun keterbatasan sumber daya asessor sesual
dengan kriteriayang telah ditetgpkan, menyebabkan
rekrutmen asessor tidak berdasarkan kompetisi.

Seleks dan pembekalan Tim asessor di
FKI1P Unsyiah diselenggarakan pada tanggal 23
Agustus 2007, jumlah calon asessor yang terdaftar
untuk mengikuti seleks dan pembeka an sebanyak
105 orang, asessor yang dinyatakan lulushesil seleks
dan pembekalan adalah 103 orang. Pada pemerik-
saan portofolio kuotatahun 2006/2007, jumlah ases-
sor tersebut belum memadal mengingat dokumen
yang diperiksarelatif banyak, maka padatanggal
23-24 april 2008 direkrut asessor tambahan seba-
nyak 77 orang (termasuk dari unsur LPMP), sehing-
gatotal asessor sampai saat ini sebanyak 180 orang.
Rendahnyatingkat kegaga an asessor dapat mengin-
terpretas bahwaterbatasnyakapasitassumber daya
implementor, sartabesarnya kebutuhan asessor untuk
penydeksanjumlah berkasca on pesartasartifikes.

Komunikasi dan koordinasi antar lembaga
pelaksana

Tingkat sosidisas program sextifikas guru
resmi dilaksanakan selamatigakali dalam setahun,
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khusus kepada guru SD, SMP dan SMA/SMK,
namun persyaratannyasosalisas diprioritaskan ke-
padaguru yang sudah mengabdi selama sepuluh
tahun keatas, karenaguru di Aceh Utarayang ber-
gatus PNS mendekati enam ribu orang, banyaknya
gurumakaharusmedui pemanggilansesua prioritas
disampingituuntuk mempermudahinformas kepada
guru, makasosdisas jugadilaksanakandi UPTD,
MKK Sdan rapat Kasek seAceh Utara. kurangnya
persiapan menjadi persoalan yang sering dialami
oleh Dinas Pendidikan K abupaten dalam penyam-
paaninformeas kepadaguru, dikarenakaninformas
yang di dapat oleh Dinas Pendidikan dari lem-
baga penjaminan mutu pendidikan dalam hal ini
sebagai penjembatani antara pusat dan daerah
sering bersifat mendadak. Fenomenatersebut
menjadi kendalapada saat realisasi di |apangan
dan menjadi efek kepada kelompok sasaran
dalam mendapatkan informasi yang diha-
rapkan.

Implementas program sertifikas guruddam
komunikas dan koordinas antar lembagapeaksana
masih terdapat beberapakendala, misa nyaseperti
banyak guru yang belum mendapatkan informas
perubahan PPNo 74 Tahun 2008, sertamengenal
ketentuan-ketentuan penilaian ddam sextifikas, infor-
mas yang disampaikan dari Provins kekabupaten/
Kotameaui juknisyang telah diberikan, sehingga
memunculkan kekurang pahaman pemaknaan dari
DinasPendidikan.

Uraan mekanisme penyampaianinformas
pel aksanaan tugas yang dijalankan oleh masing-
masing lembagadal am pel aksanaan implementasi
program sertifikas tidak berjalan efektif, dikare-
nakan banyaknyaaktor-aktor, sertalembagayang
dilibatkan, panjangnyamekanisme proses pel aksa
naan sartifikas guruyang sangat rumit dan banyaknya
lembagape aksanayang memperpanjang birokras.
Dapat disimpulkan bahwa persoa an dalam komu-
nikas addah minimnyainformas mengena pemaha
man ukuran-ukuran dasar dan tujuan dari kebijakan
sartifikas guru, perubahan kebijakan sering menye-
babkan informas kurang sampai kepadakel ompok
sasaran, misalkan adanyainformas dan pemahaman
yang berbedaterhadap ukuran-ukuran dasar dan
tujuan kebijakan padaimplementor ataupun para
stakeholders.
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Sikap Implementor

Sikapimplementor program sertifikas guru
mengdami pegeseran makna. Tujuanawd kebijakan
untuk peningkatan kualitas guru, namun realitas
dilapangan pemahaman guru tentang program
sertifikas adalah untuk peningkatan kesgjahteraan
guru.Pergeseran tuj uan tersebut memberikan gam-
baran di manaprogram sartifikas gurubelum mampu
memberikan titik terang dalam perubahan kualitas
mutu pendidikan Indonesiasecaragenera. Untuk
memperkuat fenomenaempirisdapat di kaji dari
sdah satukutipan artikel hasil penelitian dari Hotben
Situmorang (2007:97) menyatakan: “Menurut Dirjen
yang mengurus persoalan guru sekitar awal tahun
duaribuan menyatakan bahwalatar bel akang lahir-
nyaUUGD awdl idesertifikas addah untuk pening-
katan kesgjahteraan guru. Pada saat diusulkan pro-
gram tersebut ke DPR, anggota dewan memperta-
nyakan alasan menaikkan tunjangan guru yang
berstatus Pegawal Negeri Sipil, sementarapegawai
negeri sipil lainnyajuga berpenghasilan rendah.
Setelah berbagai perdebatan maka kesepakatan
pemberian tunjangan ada ah komponen profes. Sya-
rat keberadaan profes harudah tersertifikas, maka
jadilah proses sertifikas seperti yang berlangsung
saat ini”. Sumber:Hotben situmorang diposting
dari Nanang<60@yahoo.com> pada milis
CFBE.

Berdasarkan kuti pan tersebut mengambar-
kanternyatakonsep awd sertifikas guru didasarkan
pada peningkatan kesgjahteraan, dikarenakan ba-
nyaknyadesakan-desakan terhadap minimnyaper-
hatian pemerintah, khususnyada am peningkatan
kesgahteraan guru. Jadi konsep awd sertifikas bu-
kan untuk profesionalitas, sehinggatidak adayang
dapat disa ahkan gpabilareditadi lapangan banyak
terjadi penyimpangan-penyimpanganyang dilakukan
baik oleh oknum guru maupuntolerans yang dibe-
rikan oleh pusat dengan mengatasnamakan nilal ke-
manus aan, yang dikemasddamwujud penghargaan.

Faktor yang menyebabkan terjadinyaper-
masal ahan perubahan sikap baik dari implementor
maupun dari kelompok sasaran, dikarenakan adanya
kepentingan-kepentingan yang ingin dicapal sesual
dengantarget yang tel ah ditentukan. kemudian peru-
bahan sikap dari pel aksanaan padatingkat daerah
diakibatkan oleh intervens-intervens pusat untuk
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tidak memperketat proses sertifikas denganadasan
kemanusiaan.

Prosessartifikas sangat bagus, namunddam
prosesuji kompetens memang masih sangat kental
dengan unsur kasih-sayang, dikarenakan faktor-
faktor tertentu, seperti guru yang sudah sangat sepuh
ddammenggar, usayang hampir pendun sartamasa
pengabdian yang sudah lama, aspek-aspek tersebut
menjadi unsur kuat untuk ulus, jadi penilaian khu-
susnyamelaui Portofolio dan PLPG tidak seidedlis
seperti yang telah ditentukan, memang adayang
gagd dalam penilaian sertifikasi, namun angkayang
relatif kecil membuktikan bahwasebenarnyasemua
guru akan diluluskan sebagai tugasprofes.

Redlitas sosial di Kabupaten Aceh Utara
Provins NAD, khususnyaprogram sertifikas guru
Sekolah Dasar (SD) belum memberi perubahan
yang signifikan terhadap performance gurudalam
mengajar, karenarata-rataguru yang lulusuji kom-
petens sertifikas adalah guru yang telah mengabdi
selama 20 tahun, sertaberusiadiatas 50 tahun, dan
rata-rataprioritasnyaadal ah kepalasekolah, ber-
dasarkan temuan tersebut, maka dapat menginter-
pretasikan sertifikas guru belum berpengaruhter-
hadap peningkatan kualitas, justru program hanya
sebagai formalitasmenaikkan prestise guru. Maka
untuk mempertegas statement tersebut dapat dibuk-
tikan dengan ketentuan-ketentuan khususdari tabel
3 sebagai berikut:

Tabel 3. Contoh Bagan Prioritas

PRICRITAS
ERITERIA
I 1 II IV v

1. Usa 35-59 50-534 40-49 30-39 =30
2. Ilasa kerja =2 AW-25 15-19 10-14 =10
3. Golongan IV a1k Ib Il
4. Jam mengajar =24 =14

Kepala Wakil Kepala Sekolah, Kepala
5. Tugas tamwbahan g w w

Sekolah LAB, Kepals Bengkel DLL

Tabel 3 menjelaskan bahwapemerintahte-
lah menetapkan prioritas-prioritas khusus dalam
penetapan jumlah pesertasertifikas PNSdan non
PNS, untuk PNS maksimal kuotadiberikan 85 %
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dan minimal 75%, sedangkan sisanyadiberikan
kepada guru yang non PNS maksimal 25% dan
minimal 15%, namun diantaraprioritas-prioritaster-
sebut, makayang menjadi prioritas utamaadalah
guru yang sudah menjelang masapensiun, sehingga
mengambarkan kesan adawujud perhatian peme-
rintah terhadap guru yang sudah mengabdi lama,
namun masih sempat menerimatunjangan profes
yang dijanjikan pemerintah. Untuk mempercepat
implementas program sertifikasi guru, Pemerintah
mulai tahun 2006 sampai 2010 sudah memilih
sgumlahguruyangtd ahmemenuhi persyaraanuntuk
disertifikas, baik meldui penilaian portofoliomaupun
melalui jalur PLPG. Untuk Provins Aceh telah
ditetapkan LPTK Unsyiah sebagal lembagapenilaan
portofolio paraguru. Namun bagi guruyang belum
lulus portofolio, karenakekurangan skor minimal
850, makaguru yang gagal dalam portofolio dian-
jurkan untuk mengikuti jalur PL PG atau pelatihan
selamasembilan hari dengan metode pembelgaran
pendalaman materi bidang studi.

Kondid lingkungan memiliki pengaruh pen-
ting padake nginan dan kemampuan yurisdiks atau
organisas daam mendukung struktur-struktur, vita:
litas dan keahlian yang ada dalam badan-badan
adminigtratif maupun tingkat dukungan politik yang
dimiliki. Nuansa politis masih sangat kuat dalam
ranah pendidikan, pendidikan sering dijadikan objek
untuk pendekatan rakyat. Jikamencermati tujuan
program adalah lahirnyakualitas, profesionalitas,
sertadiikuti oleh peningkatan kesejahteraan para
guru, namun ironisnyalahirnya kebijakan dilatar
belakangi oleh faktor politis yang sangat kental,
karenauntuk membangun image atau performance
pemerintah, dengan menggunakan pendekatan
rakyat, kebijakan tersebut sebagal wujud intervend,
di managuru seluruhnyaharus menye esa kan kua
lifikas akademik atau kesarjanaan (S1) padatahun
2014, intinya program sertifikas inginmeningkatkan
kesgjahteraan guru. Menurut wawancaradengan
pihak penydenggarasartifikas menjdaskan: “ Peme-
rintah seharusnyatidak menyamaratakan semuaguru
harus professional, justru akan menimbulkan tanda
tanya bagaimana dan seperti apakonsep profes-
sional yg dimaksud, seharusnyapemerintah lebih
bijak dalam mengambil langkah untuk peningkatan
kesg ahteraan guru, yaitu dengan penambahan
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setengah ggji bagi semuaguru, kemudian setengah
lagi diberikan bagi semuaguru-guru yang benar-
benar berkompeten. Sehinggatingkat kualitas pro-
fessona dapat dipertanggungjawabkan. jikadikgi
keberanian pemerintah Indonesiamenjadi pusat
perhatian dunia, dikarenakan berani dalam jangka
waktu sepuluh tahun untuk mensertifikas 2,7 juta
guru, denganindikator professiona yang sangat sulit
diukur, padahal jikabenar-benar professional para
[ulusan sertifikas harusmampu menunjukkan kinerja
dan performance, baik dari perubahan mengajar
khususnya semangat dan dibuktikan jugadengan
kedisiplinan waktu, sehinggadari obsesi tersebut
mampu mengaktuaisas diri” ( 14 Oktober 2009).

Persod an yang muncul terkait pelaksanaan
sertifikas gurumemang adanyatarik ulur kepentingan
antar pemerintah dengan DPR. Sehingga terjadinya
pegeseran tujuan kebijakan. Permasal ahan tersebut
disebabkan oleh sumber yang tidak mendukung
ddam pel aksanaan sertifikas guru, sertarendahnya
komitmen implementor terhadap tujuan kebijakan
yang telah dirumuskan. K etidakrel evanan carapero-
lehan sertifikat akan menjadi sebuah kejanggalan
yang dapat menjustifikas pemerintah sebagai aktor
tunggd dalam menerbitkan kebijakan sertifikas guru
yangtidak di dukung olehgood political will ddam
peningkatan kuditasguru.

Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor
14 Tahun 2005, harapannyaada ah adanyapening-
katan kinerjaguru yang sudah sertifikas seperti
perubahan polakerja, motivas kerja, pembegaran,
namun programtersebut Justru memperlihatkan hal-
ha yanganeh, di managuru sebdum sartifikas sding
bersaing untuk mengikuti pelatihan-pelatihan guna
mendapatkan sartifikat, namun paskasartifikas guru-
guruyang sudah bersertifikat sudah kurang semangat
untuk mengikuti seminar. Jadi pandangan tersebut
harusdiantisipas oleh pemerintah untuk pemben-
tukanmonitoringdanevauas dilgpangan. Berdasar-
kan dataempirismembuktikan, program sertifikas
gurumashdidomines olehkepentingan-kepentingan
danintervens dari aktor-aktor yang memiliki otoritas.
Sedangkan padalevel daerahlebih kepadamenye-
sualkan dengan kepentingan pusat meldui intervend
yangtdah digstematiskan mela ui prosedur-prosedur
legdlitas. Jadi dapat disimpulkan di manaprogram
satifiked lebihdmobilises dehkepentingenditpusat.
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Struktur Birokrasi Lembaga Pelaksana

Pelaksanaan program sertifikasi guru,
merlibatkan banyak stakeholders mula dari tingkat
Provinsi lembaga penjaminan mutu pendidikan,
Dinas pendidikan Provinsi dan LPTK Unsyiah,
kemudian di tataran kabupaten ditanggani oleh Dinas
Pendidikan dan UPTD. Panjangnya mekanisme
prosespe aksanaan sartifikas guru yang sangat rumit,
makamenjadi biasdengan berbagai permasal ahan
lain yaitu seperti terlambatnyatunjangan profes
pendidik danterjadinyakesaahan ddam penomoran
UNPTK, kemudian kurang jelasnyainformas yang
diterimaoleh guru mengena ketentuan-ketentuan pe-
nilaandaam sertifikes . Keterbatasan sumber daya
manusamenjadikaninformas yang multi tafgr antar
lembaga, sertabanyak guru yang belum menda-
patkan informasi mengenai perubahan PP No 74
Tahun 2008. Untuk memperjelasmekanisme peak-
sanaan program sertifikasi dapat di amati dari
gambar 1di bawahini:

Gambar di atasdapat menginterpretasikan
di manapanjangnyassemyang harusdildui dengan
banyaknyalembagadan aktor yang terlibat, sehing-
gamembawakesan program sextifikas guru begitu
birokratis, Berdasarkan gambar diatas dapat
menginterpretasikan bahwainformas disampakan
secaraberjenjang sampal ketingkat kelompok sasa
ranprogramsartifikas yang dimula dari Depdikknas
(Ditjen PMPTK dan Ditjen Dikti) menyampaikan
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informasi sosidisas ke DinasPendidikan Proving

dan LPMP, kemudian Dinas Pendidikan Propins

menyampaikaninformas atau sosadisas keDinas
Pendidikan K abupaten, kemudian Dinas K abupaten
yang menyampaikan langsung informasi kepada
kelompok sasaran yaitu guru, Bagi guruyang dinya:
takan lulusportofolionyaberhak menerimasertifikat
pendidik yang diserahkan langsung olehrayon LPTK

kepadaguru yang bersangkutan. Danbagi guruyang
belum dinyatakan [ulus portofolio akan dianjurkan
untuk mengikuti pendidikan dan latihan profes guru
( PLPG) yang dilaksanakan selama sembilan hari

oleh pihak penyelenggara yaitu LPTK. Selain
panjangnyamekanismeyang harusdilaui, selanjut-
nyaterjadinyatumpang tindih pekerjaan, sehingga
munculnyadualisme kebijakan dalam perentritan
data, kedua lembaga yaitu LPMP dan LPTK

diberikan otoritasyang samauntuk melakukan rentri

data secaramasing-masing, sehinggaberefek pada
kesalahan NUPTK.

PEMBAHASAN

Implementas kebijakan merupakan tahap
diantarapembentukan kebijakan dan konsekuens
dari kebijakan, di manabanyak terjadinyadiskres
dalam pdaksanaan program. Hasll pendlitianini yang
didasarkan padateori Edward |11 (1980:147-143)
yang menjel askan adaempat i su pokok faktor-faktor

Depdilmas

" » Eomsosmm sergur J

rspr DikbiPuasat

Hasil

Diijen PMETE r DigenInkh koordinasi
Infhrmas:

‘ Diinas Pendidilan

|
L
[ Fayon LPTE

—

W

_.[

Provinsif LEMP pemyelergzars
I Infbrmas Relap Peserta
[ DEBS Pendidikan Ka]:-upa‘lan ICisimzaze

Paritia Serzmr TE 1T -

Infbrmasi Hasil

Dok portofolio

Gur Peserta Sertifikasi *

Zertifilat Pendidil:

Sumber: Cendra Nur, 2008: 57

Gambar 1.Mekanisme Pel aksanaan Sertifikas Guru
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yang mempengaruhi suksesnyaimplementas kebija-
kan, Sumber Daya (resources), Komunikas (Com-
munications), sikap (dispositions atau attitudes)
dan struktur birokrasi (bureucratic structure).
Interaks antar faktor harusdilakukan secarasmul-
tan, karenaakan mempengaruhi faktor lainnya Sum-
ber dayayang memadai merupakan faktor utama
keberhasilan suatu program. Polapel aksanaan ser-
tifikasi guru, di mana para stakeholders kurang
kong sten dengan amanat kebijakan yangtdahdiun-
dangkan. Komunikas memegang peranan penting
dalam keefektifan implementasi program guna
mencapal tujuan kebijakan, sehinggainformas yang
tersedia, dapat mempermudah keberhasilan pro-
gram. makakomunikasi yang efektif diperlukan
pemahaman oleh individu-individu atau lembaga
yang memiliki otoritas, sertaperlu konsstend tujuan
untuk dikomunikasikan, namun hasil penelitian
merepresentas kan di manaproseskomunikas antar
lembagamasih kurang sinergi ddamimplementas
program, diantaranyaterjadinyaduaismekebijakan
antar lembaga yang berwenang, misalnya tim
pengimput datamasi h ragu-ragu dalam perentritan
data, khususyaddam penentuan NUPTK sdahsatu
dampaknya adalah terlambatnya pembayaran
tunjangan sertifikasi, maka aspek tersebut dapat
menyebabkan sal ah satu penghambat program.

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas
implementas kebijakan adalah skapimplementor.
Khususnya sikap dan komitmen para pelaksana
terhadap kebijakan atau program yang dilaksanakan,
perubahan skap implementor dilatar belakangi oleh
kesalah pemaknaan konsep sertifikasi guru yaitu
untuk peningkatan kesejahteraan guru, sehingga
muncul nyaprioritas-prioritasdalamimplementas
program, kemudian adanyaintervend politik dari it
politik. Perubahan skapimplementor dapat diamati
dari tingginyaangka prioritas pemerintah terhadap
guru sertifikasi, persoalan tersebut menyebabkan
sdah satu faktor sertifikad tidak mendorong pening-
katan kuditasguru.Disamping itu struktur birokras
yang solid sangat dibutuhkan dalam mencapai
sasaran program, makadukungan kerjasamaantar
stakeholder yang berwenang dukungan parapejabat
pelaksana.

Hasl| temuan ddlam penditianini menunjuk-
kan sertifikasi guru melalui jalur portofolio dan
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PL PG belum mampu mengaktualisas kinerjaguru
yang sesungguhnya, dikarenakan usapesartasertifi-
kas yang tidak produktif, waktu pelatihan dan
anggaran yang sangat terbatas menjadi indikator
bukti tingkat keseriusan pemerintah dalam pening-
katan kualitasguru, Dari berbagai persoalan dan
kendal a, sehinggamenimbulkan berbagai polemik
sertifikas guru, minimnya tingkat keseriusan, serta
konsistensi kesungguhan pemerintah pusat dalam
peningkatan kualitas pendidik untuk mewujudkan
mutu pendidikan yang berkualitas.

Secara teoritis penilaian portofolio bisa
dilaksanakan dengan pendekatan metode kualitatif
yaitu pengamatan secara mendalam dan terus
menerus, karenaadaaspek-aspek tertentu yang sulit
diukur dengan dokumen seperti aspek sosial dan
kepribadian. Tetapi gpabilahanyasatu dat yang men-
jadi pengukuran uji kompetensi, makahasil tidak
sesual dengan harapan. Penilaian portofolio yang
dibenarkan adal ah penilaian terhadap aspek proses
sekaligus produk. Prosestersebut memegang pera-
nan untuk melakukan self-assessments, sehingga
yang bersangkutan dapat mel akukan upayaperbai-
kan terhadap kelemahan atau peningkatan ataske-
kuatannya. Sebagal produk dokumen portofoliobisa
digunakan oleh asessor sebagal salah satu dasar un-
tuk menila pemilik portofolio. Has| penditian Cendra
hastuti Nur (2008:124) tentang implementas kebi-
jakan sartifikas guru di Kabupaten SumbawaBesar
NTT menemukan bahwa: “Implementas kebijakan
sertifikasi guru dapat dikatakan hanyal ah sebuah
kebijakan utopis, suatu kebijakan yang telah diru-
muskan dalam tatanan politik yang hanyabagus
daam gambaran, namun sangat sulit untuk diwujud-
kan. Sertifikas merupakan kebijakan yang bagus,
jikadisesuakan denganfenomenasosid di masyara-
kat, namun realitamenunjukkan sebanyak 1.8 juta
orang guru akan berpartispas ddam program sexrtifi-
kasi, dari jumlahtersebut 1.4 jutamerupakan guru
SD/MI yang rataratabaru berpendidikan D2 dan
SPG Bagi gurululusan D2 dibutuhkan waktu sekitar
2-3 tahun untuk mendapat kualifikas S1, agar bisa
ikut dalam program sertifikas, sedangkan bagi guru
tamatan SPG memerlukan proseswaktu lebihlama
sekitar 4-5tahun”.

Berdasarkan hasil temuan dalam pendlitian
ini mengambarkan bahwa persentase guru tingkat
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sekolah dasar (SD) menurut kelayakan menggjar di

kabupaten Aceh Utaramasih jauh dari harapan.
Maka salah satu upaya pemerintah Aceh Utara,
khususnya Dinas Pendidikan meningkatkan kinerja
guru, baik yang akan mengikuti program sertifikag,
dan terus memonitoring guru yang sudah lulus
sertifikas. Berdasarkan permasal ahan kelayakan
guru di Kabupaten Aceh Utara, menunjukkan di

managuru-guru yang sudah sertifikas khususnya
untuk tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh
Utara, kebanyakan kepa asekolah, sehinggasangat
sulit mengukur tingkat profesionalisme kepala
sekolah, dikarenakan jadwal menggar hanyadela-
pan jam dalam seminggu, dan kebanyakan mereka
memiliki kesibukan yang padat di luar kantor, jadi

performance untuk tampil didepan kelas sangat
terbatas. Seharusnya pemerintah adastrategi khusus
untuk mengatas permasd ahan, khususnyaddam pe-
ningkatan sumber dayamanusia, bukan berarti pe-
merintah harusmenyamaratakan kebijakan profes-
siond guru untuk semua, sehinggatidak sesuai hesl|

yang diharapkan, makapemerintah harusmemilih
guruyang produktif, selanjutnyamemperketat fungs

pengawasan dan evaluas kepadaguru-guru yang
sudah sextifikes.

Penerapan teori Edward |11 dalam kebija-
kan sertifikas guru bergfat top-down dimanasemua
dikoordinir oleh aktor-aktor pelaksana, dan teori
tersebut sanget erat kaitannyadengan proseslahirnya
kebijakan serifikas guru, sehinggaddamimplemen-
tasnyamashdi latar belakangi oleh kepentingan it
pusat yang masih kental dengan intervens politik,
sehingga konsep sertifikasi di Indonesia belum
menyentuh akar permasa ahan dalam ranah pening-
katan mutu pendidikan.

Jkadikgi kembai bahwaprosedur sertifi-
kas padaawa nyadikonsepkan bukan untuk pening-
katan profesonditasguru, namunjustrulebih kepada
peningkatan kesg ahteraan, hal tersebut dapat dia-
meati dari prosesimplementas memberikan banyak
kemudahan kepadaguru dengan aasan akhir 2015
dalam jangka waktu 10 tahun guru di seluruh
Indonesiaharus sudah tersertifikasi sebanyak 2,7
jutaguru, suatu angkayang sangat besar, oleh sebab
itu bermacam kebijakan dan intervens dilakukan
oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut.
Adabeberapadternatif kebijakan dalamimplemen-
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ted programsartifikas guru, diantaranyamedui jaur
portofolio dan PL PG selanjutnyapadatahun 2010
akan diganti dengan kebijakan baruyaitu sertifikas
melaui jalur PPG Program PPG adalah salah satu
terobosan yang sangat bagus, di manauntuk menjadi
guru harusmengambil spesdisas keguruan selama
dua semester. Namun program yang baik belum
mampu membawa harapan perubahan yang sig-
nifikan gpabilalebih didominas olehkepentingandit.
M akaperlunyakesamaan mindset untuk merubah
polapemikiran terhadap peningkatan mutu pendi-
dikan. Pernyataan tersebut diperkuat hasil penditian
Sudarman (2007:73), tentang perseps guru sekolah
dasar terhadap program sertifikasi guru di Keca-
matan Jiwan Kabupaten Madiun menjelaskan:
“Tanggapan positif ada ah gurumenyambut baik pro-
gram sebagai wujud meningkatkan kesgjahteraan
guru, namun perseps negatif guru Sekolah Dasar di
K ecamatan Jwan terhadap program sertifikas guru
adalah (1) UU No. 14 Tahun 2005 hanya meru-
pakanjanji yang sulit untuk teredisad, (2) gurutidak
harus berkualifikas Sarjana/ D IV, (3) sertifikasi
model portofolio kurang sosiaisasi, (4) tunjangan
profes gurutidak akan dapat terealisasi. Temuan-
temuan dalam penditian yang terkait dengan serti-
fikas guruadalah (1) Guru kurang yakin dapat men-
cgpa skor minima yang ditetgpkan oleh pemerintah,
(2) mashadaguruyang bermora kurangbalk ddam
melengkapi dokumen, (3) penentuan pesertasertifi-
kasi portofolio masih belum sesuai dengan aturan
yang berlaku’.

Hasi| penelitian tersebut mengambarkan di
manaperseps guru addah lahirnyaprogram sebagal
wujud peningkatan kesejahteraan, sementaraper-
seps negatif terhadap aturan-aturan implementasi
program yang sulit dan susah dipenuhi, sehingga
muncul kecurangan-kecurangan yang dimanipulas
oleh oknum guru untuk mencapal skor 850 sebagai
minimal syarat kelulussnmeaui jaur portofaolio.

Rendahnyakinerjaguru paska sertifikas
dapat dibuktikan dari beberapa hasil penelitian
berikut, diantaranya Yusrizal (2009:35), Ati
Rosdah& Laly Rachmah (2007:58), Deni Koswvara,
et a (2009:5), Hujair AH. Sanaky (2009:8),
Winarsh (2008:45), yusrizal mel akukan penelitian
yang bertujuan menganaisiskinerjaguru eksat paska
penerimaan tunjangan sertifikas, Ati Rosidah dan
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Laily rachmah menganalisis tentang Hubungan
perseps Guru tentang rencanaprogram sertifikas
guru dengan peningkatan kompetens pedagogic
guru, sedangkan Deni Koswara, dkk mengandisis
tentang Studi dampak program sergur dengan
peningkatan kompetens pedagogic guru SMP.

Implementas program memunculkan per-
soalannya, di mana guru yang diasumsikantelah
memiliki kompetens yang berlandaskan padaproses
pemberian sertifikat sebagai pendidik professional
tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam waktu
jangkapanjang, secaraakademik hal tersebut dapat
digambarkan guru paskasartifikas belummengdami
perubahan performance yang signifikan dalam
prosesbelgar mengagjar. Hasil penelitian Yusrizal
(2008:35) tentang kinerjaguru | PA menyatakan di
manakinerjaguru Fska, Biologi, Kimia bdumsdu-
ruhnyaberkinerjatinggi, meski guru tersebut sudah
lulussertifikas dan sudah menerimatunjangan pro-
fes. Kinerjaguru Kimiareatif Iebih baik dari pada
kinerjaguru Biologi danguru Fiska. Kemudian ada
duakomponenkinerjayang mas h memprihatinkan,
yaitu komponen penilaian hasil belgjar sswa dan
komponen strategi pembelgjaran. Deni Koswara,
et d (2009:5), hasil penelitian menunjukkan sertifi-
kas padaguru SMPyangditdliti di JawaBarat tidak
berkorelas dengan peningkatan profesondismedan
mutu pembel gjaran. Implikasinyaperlu adaupaya
peninjauan |ebih mendalam terhadap program ser-
tifikas guru dalam jabatan, disamping itu perlu ada
upayapembenahan asums bahwasertifikas guru
bukan suatu tujuan, tetapi mediaatau saranauntuk
meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnyadiper-
lukan program perawatan dan pengembangan ter-
hadap guru-guru yang telah lulus sertifikas, khusus-
nyadalam upaya-upaya peningkatan mutu layanan
pembegaran.

Sedangkan pendlitian Ati Rosidah& Laily
Rachmah (2007:58) hubungan Persepsi Guru
tentang RencanaProgram Sertifikas Guru dengan
Peningkatan Kompetens Pedagogic guru SMPdi
JakartaSdatan, hasil pendlitian, bahwaperseps guru
terhadap rencana program sertifikasi guru (X)
berkorelas positif dengan peningkatan kompetens
pedagogic guruddammenggar (Y). kontribus yang
diberikan oleh perseps guru terhadap rencana
program sextifikas guru terhadap peningkatan kom-
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petensi pedagogic guru dalam mengajar adalah
sebesar 14,21 % dan ssanyadipengaruhi olehfaktor
lain. Hujair AH. Sanaky (2009:8) hasl menditiannya
menyatakan banyak guru menyatakan bahwa serti-
fikas profes guru sangat baik dan dgpat mengangkat
dergat, wibawaparaguru. Tetgpi, dalam penerapan-
nyaperlu memperhati kan pendalaman pengetahuan
ddamkompetens penggaran, harusdipertimbang-
kan mode yang tepat dan kesigpan paraguru untuk
disertifikad, dan perlu dilakukan pel atihan-pel atihan
sebelum sertifikas dilaksanakan, sertadipikirkan
tindak lanjut bagi guru yang tidak lolos sertifikas,
gpabilakebijakan sertifikas tersebut dilakukan se-
cara” mentah” dan”instan”, tanpasosialisas dan
pel ati han-pel atihan akan merugikan paraguru yang
sudah cukup lamamengabdi. Winarsih (2008:45),
hasi| penelitiannyabahwaimplementas program
sertifikas guru sekolah dasar, sudah berjaan baik,
dan semuad emen mendukung suksesnyaimplemen-
tas program.

Jkamengandidsdari hasl penditiandi atas,
menginterpretaskandi mana programsartifikas guru
seharusnyaerat kaitannyadengan prosesbel gar.
Jadi sertifikad tidak hanyaditentukan setelah men-
dapatkan sertifikat, namun justru seharusnyaduji pro-
fesonaitasguru diamati setel ah paskamendapatkan
sertifikat. Alasannyapaskasertifikasi merupakan
tonggak awal bagi guru untuk selalu meningkatkan
kompetensnya. Upayapeningkatan kualitas pendi-
dikantidak mungkin terlaksanadengan baik gpabila
tanpadidukung upayapenegakan sandar penyeeng-
garaan pendidikan, standar pelayanan pendidikan,
sertastandar kompetens guru, kemudian pening-
katan standar |ulusan dan standar tenaga kependi-
dikan lainnya. Peningkatan mutu pendidikantidak
hanyaditentukan oleh kuantitasguru, namunkuditas
menjadi faktor dominanyang mempengaruhi pening-
katan mutu pendidikan. Seharusnyasertifikas bukan
sebagai tujuan akhir, tetapi sebagal saranapening-
katan kuditas. Selanjutnyapemerintahjangan men-
jadikan sertifikas sebagal bagian dari proyek ingan,
tetapi harusfokus padapeningkatan kuaitas pendi-
dikan. Waktu pel aksanaan dan anggaran yang sanget
terbatas menjadi salah satuindikator bukti tingkat
keseriusan, sertakonsistens pemerintah dalam pe-
ningkatan kualitasguru, Argyrisdalam Sumaryadi
(2005:12). Pendekatan keberhasilan dari segi proses
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hampir samadengan pendekatan sasaran, keber-
hasilanimplementas dapat tercapai apabilaproses
internd organisas berjdanlancar, makasasaran atau
tujuan implementasi program tidak hanya dapat
diamati dari tercgpanyasasaran atau tujuan semata,
secaralebih jelas aspek tersebut dapat diukur dari
kecilnyahambatan-hambatan interna dalam mel k-
sanakan tugas misalnya penyimpangan, konflik,
sumberdaya, danadan waktu yang digunakan secara
efesendan efektif sesuai pembentukan dan kepua-
sankerja

Dampak hasil pendlitiankajianini adalah
secarateoritissebagal kontribus akademisdalam
pengembanganilmu pengetahuanterutamadi bidang
pengembangan kebijakan pendidikan, khususnya
mengena sudi implementas program sattifikas guru.
Adapun dampak penelitian secarapraktis, diharap-
kan dapat menjadi tolak ukur implementas kebijakan
sertifikas guru dapat meningkatkan mutu pendidi-
kan, khususnyadi Proving NAD. Kesmpulanyang
dapat ditarik dalam penelitianini adalah program
sartifikad guru belum berjaan optimal, dikarenakan
prosesdalamimplementas program masih adanya
tarik ulur kepentingan dari paraaktor yang terlibat
dalam duniapendidikan, yang dibuktikan dengan
perubahan skap implementor dan kelompok sasa
ran, di manasertifikas adaah peningkatan satu kali
lipat tunjangan dari gagji pokok, untuk peningkatan
kesgahteraan bukan untuk peningkatan kuditaspro-
fesonditasguru yang sesungguhnya, sesua dengan
indikator yang ditentukan dalam Undang-Undang
Gurudan Dosen.

SIMPULAN

Program sertifikasi guru belum berjalan
efektif, ha ini dapat di lihat dari sistem rekrutmen
pesertasertifikas bukan berdasarkan kudlitas, justru
berdasarkan prioritas-prioritasketentuan yang telah
ditetapkan dalam kuotasertifikasi guru, sehingga
dengan prioritastersebut mencerminkan belum ada:
nyaperubahan performance yang signifikan.

Faktor penghambat dan pendukung pro-
gram sertifikas dalam meningkatkan mutu pendidi-
kandi Kabupaten Aceh UtaraProving NAD, sangat
di pengaruhi oleh, ketersediaan sumber dayaimple-
mentor yang masih rendah, hd ini dapat di lihat dari
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Sistem rekrutmen asessor tidak berdasarkan kompe-
tig, dikarenakan keterbatasan pelamar, danbesarnya
jumlahdokumenyang harusdi nila. Tingkat penyam-
paaninformas, sosaisas dankoordines antar lem-
bagape aksanabe um berjdan optima, di manabisa
terlihat dari panjangnyamekanismebirokrag, serta
banyaknyaaktor-aktor yangterlibat. Sikap imple-
mentor yang tidak konsisten, dikarenakan konsep
awal sertifikas adalah untuk peningkatan kesgjah-
teraan, makaterjadi pergeserantujuandalamimple-
mentas program dari peningkatan kualitas kearah
peningkatan kesegjahteraan guru. Dalam struktur
birokras masih adanyaintervens politik terhadap
lembagapel aksana, makaprosesdan arah kebijakan
yang ditetgpkan mas h berdasarkan tarik ulur kepen-
tingan, sehinggahilangnyaidedlitasbaik oleh guru
maupun elit politik, terlihat dari banyaknyakecura-
ngan-kecurangan atau manipulas datayang dilaku-
kan oleh oknum guru, sertapemerintah menerbitkan
peraturan pemerintah No 74 tahun 2008, di mana
memberikan kemudahan kepadaguru yang sudah
senior.

Has | temuan pendlitiantentang program sex-
tifikad guru sekolah Dasar di KabupatenAceh Utara
Perekrutan pesertasertifikas guru didasarkan pada
prioritasusiadi atas 50 tahun, masapengabdian 20
tahun kegtas, dan prioritasselanjutnyaadd ah kepaa
sekolah. Temuan lain yang menarik adalah selama
program digulirkan banyak bermunculan pel atihan-
pelatihanyang difasilitas oleh pemerintah, kemudian
adanyadualisme pendataan NUPTK antaraL PTK
dan L PM Pyang menyebabkan tertundanyapemba-
yaran tunjangan sertifikasi. rendahnyakomitmen,
sertaminimnyadukungan dalam aokas anggaran
pemerintah daerah untuk setiap Kabupaten/K ota,
dimanaadanyaketimpangan aokas daam program
penyusunan anggaran pendidikan. Hal tersebut
terlihat padatingkatan pusat maupun sekolah, ang-
garan untuk operasional dan program pengemba-
ngan, sertapeningkatan kuditasbelgar sangat tim-
pang dibandingkan untuk kepentingan birokras.
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